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'RISALAH
RAPAT PARIPURNA KE 43
MASA SIDANG Il

TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
5 KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
: : ' DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 25 NOVEMBER 2019

'SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
- JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK :
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 PO BOX 1000 DEMAK



‘Jenis Rapat

" RapatKe -
Masa Sidang
Tahun .

~ Sifat Rapat -
Hari / Tanggal
" Waktu
Tembat -

Pimpinan Rapat " :
s ' ~ (Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara

Pembawa Acara

Hadir .

- Paripurna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. KABUPATEN DEMAK
- RISALAH

43 (empat puluh tiga)

2019

Terbuka

Senin / 25 November _

Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
JI. Sultan Trenggono No 45 Demak

H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE

Didampingi :
1. HM Natsir o
(Bupati Demak)

" 2. Drs. Djoko Santoso

- (Wakil Bupati Demak)
3.  Zayinul Fata, S.E
- (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Maskuri. S.Ag
(Wak|I Ketua DPRD Kabupaten Demak)

PENYERAHAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
KABUPATEN. DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK

Yulfani Silva Rizgianti, S.Pd
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
36 - anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.

(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)

2. Staf Ahli Bupati Demak _

3.  Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. . Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2.  Kepala Polres Demak -
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4.  Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Ahmad Nur Wahyudl SH,MH
~ (Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zafmuddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)



RAPAT PARIPURNA KE-43
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PENYERAHAN RAPERDA
' TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
'KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN 'SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Senin 25 November 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :
 .Asgalamwalaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;
| Ykh, Para tamu undangan dan hadirin yang

'berbahagiél.,

Memasuki agenda kegiatan berikutnya pada

hari ini adalah rapat paripurna penyerahan
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten

Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak,

kami sampaikan sebagaimana daftar presensi

dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota

DPRD yang hadir sebanyak........ orang dan sesuai -

2
dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat

telah memenuhi kuorum.

- Untuk itu dengan mengucap
Bismillahirrohmaanirfohiim “Rapat. Paripu‘rné ke-43
DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang. III (tiga)
Tahun 2019 dengan acara penyerahan Raperda
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten.Demak
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Pei'angkat Daerah Kabupaten Démak,

pada hari .ini Senin 25 November 2019 kami

' nyatakan dibuka dan Dbersifat terbuka untuk

umum.

...Dok...dok...dok...

'Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

"Bahwa = Rapat Paripurna  yang kita
selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari
Surat Bupati Demak Nomor 180/0750/2019
tanggal 21 Oktober 2019, perihal Pembahasan
Raperda di luar Propemperda 20 1.9, yaitu Raperda



3
tentang Perubahan atas Peraturan Daérah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak;

. Untuk mengetahui latar belakang dari
tinjanan filosofis, yuridis dan sosiologis dari
Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah’

Kabupaten Demak, maka Saudara Bupati Demak
akan menyampaikan Nota Pengantar atas

Penyerahan Raperda tersebut. Dimohon kepada -

segenap hadirin untuk mendengarkan dengan

seksama.
Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan.

BUPATI DEMAK (HM. NATSIR):

- Menyampaikan Nota Pengantar Raperda'\ tehtang

- Perubahan atas Peraturan Daerah ~Ka’bupaten Lo

Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
.dan susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Saudara Bupati
Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar
Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentanhg
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

‘Selanjutnya penyerahan draft Raperda tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten .
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembent;ikan
dan susunan Perangkat Daerah »Kabupaten Demak
akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan,

PEMBAWA ACARA:

- Hadlirin yang kami hormati

- Sebelumnya mohon perkenaﬁ kepada Bupati
Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD
‘untuk menempatkan diri.

- Hadlirin dimohon berdiri,
- Penyerahan Draft Raperda tentang Perubaban

' atas Peraturan Dacrah kabupaten Demak Nomor 5



. " Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susundan :
... Perangkat Daerah Kabupaten Demak oleh Bupati . ..

e Demak kepada Ketua DPRD Kabupateﬂ Demak SR
' ';-""deersz]akan L - s

A i Pezzyera]zan se]esaJ, Bupatz Demak Ketua DPRD -
- . dan Para Wakil Ketua DPRD dqyersdakan kembab S

. ke tempat. - .

- _ Hadzrm dzperszlakan duduk kembalz

szpman Rapat tefmza kasz]z
- PIMPINAN RAPAT N

Rapat DPRD dan’ hadlnn yang berbahag1a

Sebelum Rapat Panpurna ‘kami tutup. perlu f.

; kam1 mformasﬂ{an bahwa untuk kegxatan Reses

. '_.'DPRD Kabupaten Demak rencana dllaksanakan"'_ -
' ada 2 (dua) tahap, tahap pertama pada tanggal 30 - :
: .:‘-'-ZNovember dan 1. Desember, tahap kedua pada"_
'-tanggal 7 dan 8 Desember 2019 Demikignlah tadi-
. -grangka1an acara rapat Panpurna DPRD hari: ini. -
o _;Akthya denoan meno'ucap A]hamdullllaah1 -
':robbll‘alamun Rapat Panpurna ke—43 Masa S1dang
Il {tiga). Tahun' 2019 DPRD habupaten Demak" - -

‘den‘var._l acara Penyerahan Raperda tentanOr

- [T SIS -

| ‘Perubahan atas- Perda Kabupaten Demak Nomor 5

6

o -~ Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan---
L .Perangkat Daerah Kabupaten Demak | kaxm' -
s -":-:nyatakan d1tutup ' " '

Dok dok dok

PR JJJ.J.CI. .l.\a.O.IJ.L CLLGO P\/J. u.a.ucu.u..l_y G.

e - Wa]lahul muwafiq 11a aqwam1t thar1q |
Wassalamu’alalkum Warohmatullahl Wabarokatuh
Demak Senin: 25 November 20 19 "

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
: ' KABUPATEN DEMAK | '




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH'_ .'" N

, KABUPATEN DEMAK .
JL SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
. Telepon (0291)685577 685877 Facsmle 681480 -
Websnte http //dprd demakkab go. id, Emall dprd@demakkab go id

, - DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK .
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
‘ KABUPATEN DEMAK TAHUN SlDANG 2019

HARI “SENIN o

- TANGGAL ' '1725 NOVEMBER 2019

PUKUL 1 “08.00°WIB $/D SELESAI "~ - " . : A

. TEMPAT: . - :RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD, KABUPATEN DEMAK R
ACARA ~ :RAPAT PARIPURNA 'PENYERAHAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA"

_....»_.___ —— o . —— B . L

" -KABUPATEN. DEMAK . NOMOR §° TAHUN 2016 TENTANG PEMBENT_UKAN DAN SUSUNAN =

' PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK A
NOL| .NA_MAV _ - FRAKSI TANDATANGAN | KET ~
1 — -_ — - :2. - . . 3 . -
, .1;‘s FAHRUDIN BlSRI SLAMET SE. - DI bE'RqUANGAN

"2 [AYINULFATASE - [PKB

3 [MASKURLSAG E " |GERINDRA’

| 4 |NuRwWAHID, SHI. " |GOLKAR

5 TATIEKSOELIS_TIJANI, SH. : PDI P_ER_JUANGAN

6 [FROZAN;SH . PDI PERJUANGAN |
7 |soNHAN SH, ~ |PDIPERJUANGAN -

'8 |SUDARNO, S:808: ;- ~ |PDI PERJUANGAN

9 s‘UGIHARN’o'?'éP . |poi PERJUANGAN

|10 [sairuL HADL 5805 . |PDIPERIUANGAN

11 [HANNA MAHARANI LAYINNATUS 8, 8. E. |PDI PERJUANGAN

‘12'BUSRO sPd . " |PDIPERJUANGAN

13 BADARODIN 5.508, MA. |Por PERIUANGAN

..,'14"ABU NAIN e . |PDIPERJUANGAN

15 [EDISAYUDI o PKB. |

6 |sukaRMIN L ke

17 |Drs. SYAFII AFANDI, SPd | PKB

18 [ISAANSORI,ST. - - lpkB

fo [ULNNUHA SPAI .~ |PKB

20 [PARSIDL, ST, MT, .~~~ |PKB

21 NURULMUTI'AQIN SHL,MH PKB |

22 NURSUSAKTIYO ke @ |




SINO |

'FRAKSI .

~ TANDA;TANGAN

2000

.3

: ‘.23.

MUTHI KHOLIL, SH.. -

~|GERINDRA -

24

MUNTGHAR.":

~ |GERINDRA -

: 25

MARWAN

" |GERINDRA

26

AHMAD MANSUR SE

- |GERINDRA"

27

DANANG SAPUTRO, SH.

|cERINDRA

28

JAYADI

GERINDRA™

29.

MUHAMAD SODlKlN

|GERNDRA ~ **

| 80

|t HERMlN WIDYAWATI S Pd

s1fs

UTRlSNO

GOLKAR . ..

| 32

_ NURYONO PRASETYO SE

|GOLKAR

ROBERT FRENDY KURNIAWAN :

|GOLKAR i -

T 3_4_'.

IKE- CHANDRA AGUSTINA S. Kom o

“Joowan

35

RISTlKO ARDA NARI

|coLkar ™

36

BUDHl ACHMADl SE

"~ |Naspem

37

MARTONO

- |naspEM

: 38

VIBRAHIM SUYUTI SH

" |NASDEM . -

| 39:

SULKAN T

|NaSDEN- ..

40

Bl NAWAN

41

SITI KHOlRIYAH

TnasoEm

| 42

BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO s. Sos

PPP

| 48

KHOLID MUKTIYONO A. Md

RUMAIN

PPP "

4

|ABU SAID-:: 5

|PPP

| 46

‘ 'SU_BAR];.', e

PPP

| 47

NGASPAN, AMd. | .

" |AMANAT DEMOKRASI[17 2>

48 .

AR

“|AMANAT DEMOKRASI| <~

1" 49°

SRREER .

AMANAT DEMOKRASI

50

|FARGBL, S P -

AMANAT bEMoKRAS|

DEWAN PERWAKILAN RAKYZ
: KABUPATEN

e




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK
JI. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

e st s s e

e
s i

Demak, 22 November 2019

Nomor 005/ 098¢ Kepada :

Sifat - Yth. Bpk/Ibu

Lampiran - Anggota DPRD Kabupaten Demak
Perihal UNDANGAN Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari . Senin

Tanggal - 25 November 2019

Pukul - 09.00 WIB

Tempat - Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara . 1. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda

tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
dilanjutkan dengan; .
2. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang
Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
Pakaian - P.S.R ( Pakaian Sipil Resmi ) ‘
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya

disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE L

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
! Bupati Demak;
2 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;

Arsip.



" PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 17/PIMP.DPRD/20 19
TENTANG ‘

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR : 11 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

Menimbang

‘Mengingat -

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

:oa. . bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda

DPRD Kabupaten 'Demak, dipandang -perlu. untuk merubah

‘ Jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demalk; _ o
. bahwa Berdasarkan pert1mbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD
Kabupaten . Demak. dalam Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam L1ngkungan Prop1ns1 ‘Jawa -
‘Tengah, :

. Undang-Uhdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, '

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

,,,,,,

' Daerah sebagalmana telah. d1ubah beberapa kah, terakh1r

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 5015~ tentang

: Perubahan Kedua atas’ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14
- tentang Pemenntahan Daerah L
. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak

Keuangan dan Administratif P1mp1nan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakya.t Daerah; :

. Peraturan Daerah Kabupaten Démak Nomor 3 Tahun 20, 17'

tentang Hak Keuangan dan: ‘Administratif - Pimpinan -dan
Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun. _
Anggaran 2018;

. Peraturan Menten. Dalam Neger1 Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Bupati- Demak Nomor 55 Tahun: 20“18 tentang

Penjabaran . Anggaran Pendapatan dan BclanJa Daerah -
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019; SRR T



9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak, sebagai berikut :
1. a.Rapat Paripurna Perse’tujué.n : Senin
DPRD  terhadap Raperda 25 November
tentang APBD Kab. Demak- 2019
Tahun Anggaran 2020. | o
b. Rapat Paripufna - Penyerahan
Raperda tentang Pembahén-
atas Perda Kab. Demak Nomor -
5 Tahun ~ 2016 tentang .
. Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
~ Demak - -
2. Evaluasi Gubernur atas Raperda : Selasas/d .
APBD Kab. ,Dem’é.k Tahun Jumat
Anggaran 2020. (Badan 26's/d 29
Kehormatan, Badan Musyawarah’ : _November |
dan Badan Anggaran dapat . 2019
melaksanakan kunjungan Vkerja
ke Luar Proviﬁsi) | | -
3. Rapat' Penyelarasan Pimpinan : Jﬁm’af
Badan Anggaran DPRD Kab. 29 November
Demak bersama TAPD Kab. - 2019
Demak terkait "ha'silll Evaluasi R
Gubernur atas Raperda APBD
Kab. Demak Tahun Anggaran
2020. I
"~ KEDUA : Kajian atau telaah Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif tanggal
' 22 s/d 24 November 2019
KETIGA : B1mb1ngan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak

~ tanggal 4. s/ d7 Desember 2019



" KEEMPAT

.

Y

KELIMA

KEENAM

3 Rgses } Pimpinan dan Anggota D_PRD Kab. Demak tanggal 30
November s/d 1 Desember dan 7 s/ d:8 Desember 2019 :

. Alat - alat Kelengkapan Dewan | PerWakilan Rakyat Daerah’

Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada
hari - hari diluar jadwal yang telah- ditentukan dalam Keputusan
Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten' Démak

: Keputusan lepman ini. mula1 berlaku pada tanggal dxtetapkan

‘Ditetapkan d1 Demak
pada tanggal 22 November 2019

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
| KABUPAT IN DEMAK |

. H. S. FAHRUDIN BI§RI SLAMET, SE 1



. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PERUBAHAN AT AS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN |
DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

~ KABUPATEN DEMAK |



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK



T

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

Menimbang

DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketent'uan‘ Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memberikan kepastian
hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik, perlu ditindaklanjuti dengan
pembentukan Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Demak;

. bahwa tipe Perangkat Daerah, meliputi dinas Kesehatan,

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang perlu ditinjau kembali
berdasarkan hasil validasi yang telah diverifikasi oleh
Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis terkait
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demak perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah,

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) diubah sebagai
berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, angka 12 dan
angka 13 diubah, dan hurufe ditambah 1 (satu) angka yaitu
angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak merupakan

Sekretariat Daerah Tipe B;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan

Sekretariat DPRD Tipe A;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak merupakan

Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Demak, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan;

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;

3. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan
bidang kesehatan;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  sosial, dan  urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan kelaurga berencana;



-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,
dan sub urusan kebakaran;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal;

Dinas Peragangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, dan wurusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah; '
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang
perindustrian; '

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan
bidang statistik;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B,
meneyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang
pertanahan;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman,

Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan,;
Dinas Kelautan dan  Perikanan Tipe B,
menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan; dan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang
kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe
B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan
melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan
pelatihan;



2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang
keuangan; dan

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B,

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga pasal 17
berbunyi sebagai berikut;

(1)

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Demak;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan kantor
pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan kabupaten Demak;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain;

- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan

yang mengatur Perangkat daerah yang melaksanakan
sub urusan pemerintahan bidang bencana sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan wurusan pemerintahan umum dan
kelembagaan bencana diundangkan.

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
Perangkat  Daerah  wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah ini.



- Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

——

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2019).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
' NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Pada saat pembentukan perangkat daerah Kabupaten Demak yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dengan
mendasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kesatuan bangsa dan politik belum diundangkan.

Sehingga pada saat ini, urusan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa dan politik di Kabupaten Demak masih dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupateh
Demak. |

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
dalam Bab VI Ketentuan Lain Lain Pasal 12 ayat 1 Perda 5 Tahun 2016 yang
menyebutkan bahwa “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu dilakukan
penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak. Sebagaimana ketentuan

dalam Permendagri dimaksud, perangkat daerah yang saat ini



melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
dapat dibentuk menjadi badan.

Seiring penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Demak, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan
perangkat daerah serta guna optimalisasi pelaksanaah tugas dan fungsi
urusan maka periu pula dilaksanakan penyesuaian kelembagaan perangkat
daerah lainnya, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan
Informatika serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berkaitan dengan penyesuaian 4 (empat) kelembagaan perangkat
daerah tersebut berimplikasi pada perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



NOTA PENGANTAR BUPATI

DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

TANGGAL, 25 NOVEMBER 2019

 BAGIAN HUKUM |
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL.KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



NOTA PENGANTAR BUPATI

DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

- TANGGAL, 25 NOVEMBER 2019

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL.KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

NOTA PENGANTAR BUPATI

DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

TANGGAL, 25 NOVEMBER 2019

Aésalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua‘ dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah:

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak; ,

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Demak;

Yang saya hormati Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan
hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita
bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat-Nya, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat
Paripurna  DPRD tentang Penyerahan Nota Pengantar Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat
walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.



Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan

kebenaran.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati
“kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-
tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat
yang telah mémberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-
sama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program
dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak. ,

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf
¢ juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam keadaan tertentu
DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar
Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang
memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat
disetujui Bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani
bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada
Pemerintah Daerah.
| Sesuai dengan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2019, perkenankanlah kami untuk
menyampaikan Nota Pengantar penyerahan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda), yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Raperda
diatas adalah sebagai berikut:

| Pada saat pembentukan perangkat daerah Kabupaten Demak yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, peraturan perundang-undangan yang



mengatur tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang kesatuan bangsa dan politk  belum
diundangkan/diatur.

Sehingga pada saat ini, urusan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa dan politik di Kabupaten Demak masih dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Pérlindungan Masyarakat Kabupaten Demak
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Demak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
dalam Bab VI Ketentuan Lain-Lain Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan tetap
melaksanakan ‘tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka untuk memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik,
periu dilakukan penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri dimaksud, perangkat
daerah yéng saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik dapat dibentuk menjadi Badan.

Seiring penyesuaian kelembagaan Kantor Kesgtuan Bangsa dan
Politk Kabupaten Demak, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan
perangkat daerah serta guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
urusan maka perlu pula dilaksanakan penyesuaian kelembagaan perangkat
daerah lainnya, meiiputi Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan

Informatika serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Berkaitan dengan penyesuaian 4 (empat) kelembagaan perangkat
daerah tersebut berimplikasi pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Dengan mempertimbangkan misi yang harus diemban, strategi yang
ditetapkan, uraian tugas institusional dan personal, tersedianya tenaga
kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesialistik,
dukungan anggaran, serta tersedianya sarana dan prasarana Kkerja,
penyusunan organisasi harus dirancang dan direstrukturisasi agar dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai
dengan kondisi dan tujuan Pemerintah Daerah.

Pembentukan struktur organisasi juga harus sesuai dengan tugas
dan fungsi untuk menghilangkan kesan bahwa organisasi terlalu besar dan
rumit sehingga dengan susunan organisasi yang tepat, diharapkan masing-
masing bidang dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang lebih luas
dan lebih fokus, sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai secara
optimal.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah kiranya gambaran singkat yang dapat kami sampaikan
berkaitan dengan Raperda yang kami usulkan, mudah-mudahan
bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan
pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan
karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Amiin Yaa Robbal A’'lamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

BUPATI DEMAK,

HM,/NATSIR



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

Menimbang

DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT T[jHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

" Demak;
. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memberikan kepastian
hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik, perlu ditindaklanjuti dengan
pembentukan Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Demak; '

. bahwa tipe Perangkat Daerah, meliputi dinas Kesehatan,

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang perlu ditinjau kembali
berdasarkan hasil ‘validasi yang telah diverifikasi oleh
Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis terkait
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

"Daerah Kabupaten Demak perlu diubah dan disesuaikan;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016

' tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, angka 12 dan
angka 13 diubah, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu
angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut: '
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak merupakan
Sekretariat Daerah Tipe B;
. b. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan

Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak merupakan
Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Demak, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan;

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;

3. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan
bidang kesehatan;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang sosial, dan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
urusan pemerintahan bidang  pengendalian
penduduk dan kelaurga berencana;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Satuan Polisi Pamong  Praja Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,
dan sub urusan kebakaran; '

Dinas Penanaman Modal dan Pelayapan Terpadu
Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal;

Dinas Peragangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang
perindustrian;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B,
menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan
bidang statistik;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B,
meneyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang
pertanahan;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman;

Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B,
menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan; dan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang
kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe
B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan
-melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan
pelatihan;



2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang
keuangan; dan

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B,
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga pasal 17
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Demak;

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan kantor
pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan kabupaten Demak;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain;

- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan
yang mengatur Perangkat daerah yang melaksanakan
sub urusan pemerintahan bidang bencana sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan
kelembagaan bencana diundangkan.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
Perangkat  Daerah  wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangé.n Peraturan daerah ini dengan ‘penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2019).



. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Pada saat pembentukan perangkat daerah Kabupaten Demak yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dengan
mendasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemeriﬁtahan bidang
kesatuan bangsa dan politik belum diundangkan.

Sehingga pada saat ini, urusan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa dan politik di Kabupaten Demak masih dilaksanakan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Demak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
dalam Bab VI Ketentuan Lain Lain Pasal 12 ayat 1 Perda 5 Tahun 2016 yang
menyebutkan bahwa “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundarigkan tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
‘Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu dilakukan
penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak. Sebagaimana ketentuan

dalam Permendagri dimaksud, perangkat daerah yang saat ini



melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
dapat dibentuk menjadi badan. |

Seiring penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Demak, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan
perangkat daerah serta guna optimalisasi pelaksanaah tugas dan fungsi
urusan maka perlu pula dilaksanakan penyesuaian kelembagaan perangkat
"daerah lainnya, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan
Informatika serta Dinas Peker_jaan Umum dan Penataan Ruang.

Berkaitan dengan penyesuaian 4 (empat) kelembagaan perangkat
daerah tersebut berimplikasi pada perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



